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TENTANG 

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

a. bahwa dalam rangka peningkatan penertmaan Pendapatan Asll Oaerah 
perlu adanya Insentif yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja 
aparat pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. bahwa Insentif Pemungutan diberikan berdasarkan peranan dan 
tanggungjawab masing-masing dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian dan 
pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4875); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 



9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian 
dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Rebibusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terak.hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang perubahan k.edua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Pok.ok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Pajak Daerah; 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi jasa Umum; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Boiaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012; 

17. Peraturan Bupatl Bolaang Mongondow Timur Nomor 41 Tahun 2011 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012 

MEMUTUSKAN 
MENETAPKAN. PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dtrnaksud dengan . 
a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah; 
c Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur. 
d Wakil Bupati adalah Wakil Bupat, Bolaang Mongondow Timur. 
e. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Timur 
Pejabat adalah kepala lnstans, Saluan Kel)a pengelola Pendapatan Ash Daerah 
yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Oaerah dan Retrlbusi Daerah 

g Pajak Daerah adalah kontribus, wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keper1uan 
daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat, 

h. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebaga, pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus dibenkan oleh pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribad1 atau badan. 

i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan Subjek pajak, penentuan besaran paJak terhutang sampai pada 
keg1atan penagihan paJak kepada waj1b pajak serta pengawasan penyetorannya, 

j. lnsentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan 
Retribusi. 



BAB II 

PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 2 

(1) Insentif diberlkan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak Oaerah dan 
Retribusl Daerah. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan 
kepada: 
a. Pejabat dan Pegawal Negeri slpil di Instansi pelaksana Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah 
dan Retrlbusi Oaerah. 

b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan 
Daerah. 

c. sekretarts Oaerah setaku koordlnator pengelolaan Keuangan Oaerah. 
d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

BAB III 

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 3 

Besaran insentif pemungutan ditetapkan 5 % (lima persen) dari rencana 
penerimaan dalam tahun anggaran berl<enaan. 

Pasal 4 

(1) Imbangan pembagian lnsentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi 
Oaerah dltetapkan sesuai dengan tanggungjawab dan peranannya masing 
masing dalam kegiatan pemungutan. 

(2) Perhitungan pembagian dihitung berdasarkan prosentasi tanggungjawab dan 
peranan masing-masing sebagar berikut : 
a. Bupati 18 % 
b. Wakll Bupati 16 % 
c. Sekretaris Daerah 12 % 
d. Pejabat Pengelola Pendapatan Asli Daerah 8 % 
e. Kolektor / Petugas Pemungut 46 % 

(3). Pembagian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan capaian realisasi penerimaan. 

(4). Pemberian insentif pemungutan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a,b dan c ditetapkan 
berdasarkan realisasi capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
secara akumulatif penerimaan kabupaten 

(5). Pemberian insentif untuk Pejabat Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan 
Kolektor / petugas pemungut sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) point d 
dan e ditetapkan berdasarkan reallsasi capaian Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah per SKPD. 

(6). Imbangan pembagian Insentif untuk Kolektor I petugas pemungut ditetapkan 
berdasarkan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam kegiatan 
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

BAB 'IV 

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 5 

(1) Pemberlan Insentif pemungutan dapat diberikan apabila telah mencapai 
klnerja tertentu. 



(2) KinerJa tertentu sebaqaimana dimaksud dtatas realisasi capaian penerimaan 
berdasari<an prosentase dari rencana penerimaan tahun anggaran berkenaan 
sebagal berikut : 
a. Sampal dengan Triwulan I 15 % 
b. Sampal dengan Triwulan II : 40 % 
c. Sampal dengan Triwulan III : 75 % 
d. Sampai dengan Triwulan N : 100 % 

(3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibavarkan setlap triwulan 
pada awal triwufan berikutnya. 

(4) Dalam hal target kinerja suatu trlwulan tidak tercapai, lnsentlf untuk triwulan 
tersebut dlbavarkan pada awal trlwufan berikutnya yang tefah mencapai 
target klnerja triwulan yang ditentukan. 

(5) apabifa sampai pada akhir triwufan N realisasi tidak mencapai 100 % 
(seratus persen) tetapi febih dart 75 % (tujuh puluh flma persen) Insentif 
dlberikan untuk triwufan III dan triwufan sebefumnya yang befum 
dlbayarxan. 

BAB V 

PELAKSANA PENYALURAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal 6 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyaluran 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dlfaksanakan oleh 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow limur berdasarkan ketentuan yang bertaku tentang 
pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Penganggaran lnsentif Pemungutan ditetapkan dalam DPA·SKPD Olnas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow limur. 

BAB VI 

KETENTUAN PENlJTUP 

Pasal 7 

Pegawai lnstansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah 
selaku petugas pemungut /Kolektor yang mefakukan pemungutan Pajak Oaerah 
dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Oinas I Sadan I 
Kantor selaku pejabat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Dae rah. 

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Senta Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 
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